








A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Kententuan Pasal 106-109 KUHPM sudah dilaksanakan di 
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu bahwa sejak ada 
laporan tindakan Insubordinasi. adanya laporan / aduan maka 
segera dilakukan tindakan penyidikan dengan mencari saksi. 
Apabila tindakan insubordinasi, korban mengalami luka maka 
meminta bantuan pada seorang ahli forensik. Setelah 
dilakukannya penyidikan kemudian polisi militer memberikan 
berkas kepada Odmil dan Papera, untuk selanjutnya papera 
menyerahkan berkas ke Pengadilan Militer untuk 
disidangkan, dengan Tahapan siding meliputi : 
a. Persiapan 
b. Pemanggilan 
c. Penuntutan, dan 





2. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 
Yogyakarta dalam memutus perkara Insubordinasi pada 
prinsipnya tidak ditemukan kendala, Namun hanya ada 
beberapa hal yang dianggap dapat menghambat pemeriksaan 
tersangka ataupun dihadirkan sanksi dalam persidangan, 
tersangka ataupun sanksi sedang bertugas dinas diluar kota. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis ungkapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagi Hakim, sebaiknya dalam pengambilan putusan tindak pidana 
insubordinasi harus melihat hubungan sebab akibat dari perkara tersebut. 
Supaya dalam pengambilan putusan dapat berlaku adil dan sesuai dengan 
hukum yang berlaku. 
2. Bagi seorang Atasan, sebaiknya dalam melaksanakan tugas sebagai 
seorang pemimpin sebaiknya berlaku adil dan harus menghormati juga 
anak buahnya, serta harus bisa membedakan perintah dalam tugas 
kedinasan maupun perintah pribadi. 
3. Bagi seorang Bawahan, sebaiknya hormatilah para Atasan dan 
jalankan perintah Atasan tersebut selagi tidak bertentangan dengan urusan 
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